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SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Menimbang 

Mengingat 1. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai 

hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang 

Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

PER-32/BC/2019 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif 

Cukai Hasil Tembakau: 

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, 

meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, perlu 

melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, serta saban melaksanakan ' 

ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, 

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil 

Tembakau: 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1995 

Nomor “76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
@



tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 /PMK.010/2020 

Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1474) 2 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL 

TEMBAKAU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

L: 

2. 

Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, 

halaman, dan lapangan yang merupakan bagian 

daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan 

barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena 

cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan 

Pabrik. 

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya 

disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan 

Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Khusus. 

Importir Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau yang 

selanjutnya disebut Importir adalah Orang yang 

memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke 

dalam daerah pabean.
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10. 

Desain Kemasan Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut 

Desain Kemasan adalah rancangan atau kerangka kemasan 

yang padanya tertera merek hasil tembakau, logo, 

jenis/ukuran huruf, angka, warna dominan, tata letak 

dan/atau kombinasinya, dalam rangka penetapan tarif 

cukai. 

Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek 

adalah huruf, angka, atau gabungan keduanya dengan cara 

penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil 

tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil 

tembakau. oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 

Importir dalam rangka penetapan tarif cukai. 

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya 

disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari 

daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok 

daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai 

dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, 

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang 

meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, 

tembakau hirup (snuff tobacco), atau tembakau kunyah 

(chewing tobacco). 

Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau 

berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal 

dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara 

ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, 

yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan 

penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara 

dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian 

dihisap, antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi 

vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik 

(electrically heated tobacco produci), kapsul tembakau 

(tobacco capsule), atau cairan dan pemanas dalam satu 

kesatuan (cartridge). 
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Tembakau Molasses adalah hasil tembakau yang berasal 

dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk 

sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi 

'dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, 

yang dipanaskan menggunakan shisha/ hookah (pipa 

panjang. yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau 

alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap. 

Tembakau Hirup (snuff tobacco) adalah hasil tembakau 

yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat 

dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 

dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara 

dihirup. 

Tembakau Kunyah (chewing tobacco) adalah hasil 

tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau 

yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 

dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara 

dikunyah. 

Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai 

dasar penghitungan besarnya cukai. 

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah 

rentang Harga Jual Boeran per batang atau gram atas 

masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang 

ditetapkan Menteri. 

Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi 

penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir. 

Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi 

yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan 

dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen 

pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung 

pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan 

konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas 
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pembebasan cukai, dalam satu tahun takwim sebelum 

Tahun Anggaran berjalan. 

18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

19. Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai pada Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

20. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1995 tentang Cukai. 

| BAB II 
PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK 

HASIL TEMBAKAU 

Pasal 2 

(1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam 

golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis 

dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan 

Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau. 

(2) Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 

berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk 

setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan 

pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor 

atau beberapa lokasi pengawasan Kantor. 

(3) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

memproduksi hasil tembakau untuk konsumsi penduduk 

di kawasan bebas, penghitungan jumlah produksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijumlahkan 

dengan jumlah produksi berdasarkan dokumen 

pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung 
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(1) 

(3) 

(1) 

(2) 

pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan 

konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas 

pembebasan cukai atas Pabrik yang bersangkutan. 

Dalam hal Pabrik hasil tembakau yang baru memiliki 

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), 

penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dimulai 

dari golongan yang paling bawah atau berdasarkan 

permohonan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 

Pasal 3 

Penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik dilakukan dalam 

hal hasil produksi dalam 1 (satu) tahun takwim yang 

sedang berjalan atau 1 (satu) tahun takwim sebelumnya 

melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku 

bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang 

bersangkutan. 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan 

permohonan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau dalam tahun takwim yang sedang 

berjalan sebelum melampaui Batasan Jumlah Produksi 

Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau yang bersangkutan. 

Terhadap penyesuaian penggolongan Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), Kepala Kantor menerbitkan keputusan 

penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 

Pasal 4 

Dalam hal hasil produksi dalam 1 (satu) tahun takwim 

kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang 

berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan 

permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor. 

Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan pada bulan Januari tahun takwim



(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

berikutnya paling lambat sebelum dokumen pemesanan 

pita cukai pertama kali diajukan. 

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Kantor memberikan keputusan menerima atau 

menolak permohonan penyesuaian untuk penurunan 

golongan.Pengusaha Pabrik hasil tembakau dalam jangka 

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

permohonan diterima secara lengkap. 

Dalam hal permohonan diterima, Kepala Kantor 

menerbitkan keputusan penyesuaian untuk penurunan 

golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 

Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor 

memberikan surat penolakan dengan disertai alasan 

penolakan. 

Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

hanya diberikan untuk 1 (satu) tingkat lebih rendah dari 

golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya. 

Pasal 5 

Permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2), dibuat sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

dan Pasal 4 ayat (4), dibuat sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Salinan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), ditujukan kepada: 

a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, 

b. Direktur: dan



c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang 

menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau. 

BAB III 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Pasal 6 

(1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan 

keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas 

suatu Merek dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil 

tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan 

merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu Merek. 

(2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek 

baru, dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir akan memproduksi atau mengimpor 

hasil tembakau: 

b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif 

cukai hasil tembakau, atau Harga Jual Eceran, atau 

Cc. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam 

rangka gerubakan kebijakan tentang tarif cukai hasil 

tembakau. 

Pasal 7 

(1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau 

dengan Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2) huruf a atau mengubah Desain Kemasan penjualan 

eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif 

cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai 

hasil tembakau untuk Merek baru dari Kepala Kantor. 
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(2) 

(3) 

(4) 

Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru 

atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas 

Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga 

terhadap hasil tembakau: 

a. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, 

b. yang digunakan untuk konsumsi penduduk di Kawasan 

Bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, 

c. yang digunakan untuk tujuan ekspor, atau 

Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru 

atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas 

Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau atau Importir sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat 

dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan: 

a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil 

tembakau: 

b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai 

dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini, 

c. surat pernyataan di atas materai yang cukup yang 

menyatakan bahwa: 

1. Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya 

tidak memiliki kesamaan dengan Merek hasil 

tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu 

dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya 

dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, 

(
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(5) 

(6) 

(7) 

s Be 

AN Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif 

cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang 

telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, dan 

3. telah memenuhi syarat sesuai peraturan 

perundang-undangan di bidang kesehatan 

termasuk di dalamnya pencantuman peringatan 

kesehatan dan informasi kesehatan, 

sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini: dan 

d. surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian 

persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan 

atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau 

Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang 

telah ditandasahkan oleh notaris, untuk Merek jenis 

HPTL asal impor. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf c angka 3 untuk Pengusaha Pabrik dan/atau 

Importir jenis HPTL, 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf c angka 1 dan angka 2 untuk Importir jenis 

HPTL yang telah memiliki surat lisensi dari pemilik Merek 

atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau 

Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, 

distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan 

diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris, 

Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan 

karena ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak 

termasuk dalam perubahan Desain Kemasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau untuk pemeriksaan laboratorium.
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(9) Terhadap permohonan penetapan tarif cukai produk HPTL 

untuk Merek baru, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 

Importir harus melampirkan surat pernyataan di atas 

materai yang cukup, yang menyatakan bahwa produk HPTL 

yang diproduksi atau diimpor tidak mengandung zat 

narkotika dan psikotropika, dibuat sesuai dengan contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 8 

(1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak berlaku, apabila 

selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan 

tidak pernah merealisasikan: 

a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan 

dokumen pemesanan pita cukai: 

b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan 

dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena 

cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil 

tembakau untuk tujuan ekspor, atau 

Cc. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas 

dengan menggunakan dokumen pemberitahuan 

pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas 

barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi 

penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas 

pembebasan cukai. 

(2) Terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk 

Merek atau Desain Kemasan yang dinyatakan tidak berlaku 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan 

kembali dengan mengajukan permohonan mengenai 

penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 oleh Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan 

atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

lainnya. g
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(3) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil 

(4) 

tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tarif cukai hasil tembakau atas Merek baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak 

boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau atas 

Merek yang pernah berlaku, dan ) 

Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang- 

kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang 

pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga 

Jual-Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku 

untuk jenis hasil tembakau yang sama. 

hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut- 

turut sejak dokumen: 

1. pemesanan pita cukai terakhir, 

2. pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai 

yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil 

tembakau untuk tujuan ekspor terakhir, atau 

3. pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung 

pengangkutan atas barang kena cukai untuk 

kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas 

dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir. 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan 

mempergunakan kembali Merek atau Desain Kemasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan 

permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk 

Merek baru juga harus melampirkan bukti berupa: 

a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau 

dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena 

cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil 

tembakau untuk tujuan ekspor terakhir atau dokumen 

pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung 

pengangkutan atas barang kena cukai untuk 

kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas 

dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir,
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b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau yang terakhir, atau 

c. fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat 

perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain 

Kemasan yang telah ditandasahkan oleh notaris atau 

fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau 

importir tunggal dari pemegang Merek yang akan 

diimpor, yang ditandasahkan oleh Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau, dalam hal Merek yang akan digunakan 

kembali sebelumnya merupakan Merek milik 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

lainnya. 

Pasal 9 

Permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Harga Jual Eceran per batang atau gram yang diajukan 

dalam permohonan tersebut tidak boleh lebih rendah dari 

Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil 

tembakau yang dimiliki oleh Pabrik yang sama, untuk jenis 

hasil tembakau yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) 

lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi 

pengawasan Kantor. 

b. Merek yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana di 

bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, dan 

c. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif 

cukainya harus memenuhi persyaratan kemasan barang 

kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 

perdagangan barang kena cukai.
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Pasal 10 

Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau atas 

Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, 

tanpa melakukan perubahan Desain Kemasan penjualan 

eceran atas Merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau atau Importir harus mendapatkan 

penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari 

Kepala Kantor. 

Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

berdasarkan: 

a. permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir: 

atau 

b. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi 

Pasar. 

Permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dalam 

rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Terhadap masing-masing permohonan penyesuaian tarif 

cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), dilampiri dengan daftar Merek yang dimohonkan 

penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka perubahan kebijakan tarif cukai hasil 

tembakau yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Kepala 

Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau. 

S
P
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(2) Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor tanpa 

permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 

Importir. 

Pasal 12 

Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan 

menggunakan nilai tertentu dalam rupiah untuk setiap 

satuan batang atau gram hasil tembakau. 

Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: 

a. jenis hasil tembakau: 
b. golongan pengusaha hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1): dan 

c. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram 

yang ditetapkan oleh Menteri, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau 

ditetapkan sebesar 57x (lima puluh tujuh persen) dari 

Harga Jual Eceran. 

Pasal 13 

Batasan Harga Jual Eceran dan tarif cukai per batang atau 

gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing- 

masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau. 

Penetapan Batasan Harga Jual Eceran dan tarif cukai per 

batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
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a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan 

tarif cukai yang masih berlaku, 

b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil 

tembakau Merek baru, atau 

c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan 

berdasarkan: 

1. pemberitahuan dari Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau, atau 

2. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi 

Pasar. 

Pasal 14 

Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau 

Gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil 

tembakau. 

Pasal 15 

Harga Jual Eceran per kemasan penjualan eceran harus 

dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima 

rupiah). 

Pasal 16 

Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis 

hasil tembakau untuk tujuan ekspor dan kebutuhan konsumsi 

penduduk di kawasan bebas ditetapkan sama dengan Harga 

Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil 

tembakau dari jenis dan Merek yang sama yang ditujukan 

untuk pemasaran di dalam negeri.
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Pasal 17 

Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap 

permohonan: | | 

a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek 

baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan 

eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif 

cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (3), atau 

b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

huruf (a). 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Kepala Kantor terhadap 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 

hal permohonan: 

a. disetujui, Kepala Kantor menerbitkan keputusan 

penetapan tarif cukai hasil tembakau: atau 

b. ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan 

dengan disertai alasan penolakan. 

Kepala Kantor menerbitkan keputusan menyetujui atau 

menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara 

lengkap. 

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Kepala Kantor tidak memberikan keputusan, 

permohonan dianggap disetujui dan diterbitkan 

keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau paling 

lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. 

BAB IV 

KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF 

CUKAI HASIL TEMBAKAU 

(
I
N
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Pasal 18 

Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai 

hasil tembakau terhadap: 

a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru 

atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, 

b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, 

dan/atau 

c. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, 

untuk.masing-masing Merek hasil tembakau. 

Pasal 19 

(1) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk 

Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil 

tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Keputusan penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c 

dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Salinan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3), ditujukan kepada: 

a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, 

b. Direktur: dan 

c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang 

menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau. 

4
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Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor 

mengirimkan salinan keputusan penetapan tarif cukai 

hasil tembakau kepada Direktur dan Kepala Kantor 

Wilayah. 

Pasal 20 
Kepala Kantor menolak permohonan penetapan tarif cukai 

hasil tembakau atas suatu Merek, dalam hal: 

a. ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur tentang tarif cukai hasil 

tembakau tidak dipenuhi. 

b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, 

Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Direktur 

Jenderal ini tidak dipenuhi, 

c. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan 

Desain Kemasan yang dimiliki Pengusaha Pabrik atau 

Importir lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, 

d. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan 

yang sama dengan Merek yang dimiliki Pengusaha 

Pabrik atau Importir lain yang telah terdaftar di 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau 

e. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan 

tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan 

barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai 

perdagangan barang kena cukai. 

Desain Kemasan yang dianggap menyerupai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila memiliki 

kesamaan atas: | 

a. tata letak, jenis, dan/atau ukuran huruf, dan 

b. minimal 2 (dua) unsur lain dalam Desain Kemasan.
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Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c dan 

huruf d untuk pengajuan penetapan tarif cukai jenis HPTL 

asal impor yang memiliki surat lisensi dari pemilik Merek 

atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau 

Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, 

distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan 

diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris. 

Pasal 21 

Keputusan penetapan tarif yang telah diberikan oleh 

Kepala Kantor dapat dicabut dalam hal: 

a. Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan 

permohonan pencabutan keputusan penetapan tarif, 

telah diberikan putusan pengadilan yang telah 

Kemunyai kekuatan hukum yang tetap, atau 

hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, dalam 

hal: 

1.Desain Kemasan menyerupai Desain Kemasan milik 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, 

2.Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama 

dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat 

J enderal Bea dan Cukai, atau 

3.hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan 

hasil tembakau tidak sesuai ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai. 

Tr
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Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Kantor menetapkan keputusan pencabutan 

penetapan tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 22 

Merek yang telah dicabut dapat digunakan kembali oleh 

Pengusaha Pabrik atau Importir, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut- 

turut sejak pemesanan pita cukai terakhir, 

b. tarif cukai hasil tembakau atas Merek tersebut tidak 

boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang 

pernah berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama, 

dan 

c. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang- 

furanurya sama dengan Harga Jual Eceran yang 

pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari 

Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih 

berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, terhadap pencabutan penetapan tarif 

cukai hasil tembakau sehubungan dengan hubungan 

keterkaitan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai hubungan keterkaitan. 

BAB V 

PEMANTAUAN HARGA TRANSAKSI PASAR 

HASIL TEMBAKAU 

Pasal 23 

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga 

Transaksi Pasar di wilayah kerja masing-masing pada 

periode pemantauan setiap 3 (tiga) bulanan. 

G
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Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) — dilakukan dengan 

membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga 

Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil 

tembakau. 

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Direktur. | 

Direktur melakukan penelitian atas hasil pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan 

menggunakan metode analisis monitoring Harga 

Transaksi Pasar sesuai dengan Lampiran XII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan setelah dihitung per batang 

atau gram untuk suatu Merek ditemukan: 

a. Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan 

Harga Jual Eceran per batang atau gram di atasnya, 

atau | 

b. Harga Transaksi Pasar kurang dari 85Yo (delapan 

puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang 

tercantum dalam pita cukai hasil tembakau, Direktur 

memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

melalui Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan 

penetapan tarif atas Merek yang bersangkutan. 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dapat 

mengajukan sanggahan atas hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dari 

Kepala Kantor.
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(7) Dalam hal atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a, Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) tidak memberikan sanggahan atau tidak 

mengajukan permohonan penyesuaian tarif cukai hasil 

tembakau, Kepala Kantor melakukan penetapan 

penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. 

(8) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah 

disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan Harga Transaksi 

Pasar kurang dari 8546 (delapan puluh lima persen) dari 

Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf b, Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan 

penetapan tarif atas Merek yang melanggar, melakukan 

penyesuaian profil Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 

Importir. 

(9) Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) dikecualikan terhadap produk 

HPTL, 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11, penetapan tarif cukainya dilakukan 

dengan ketentuan: 

a. memperhatikan penetapan tarif cukai yang masih berlaku 

untuk jenis hasil tembakau, golongan Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau, dan Batasan Harga Jual Eceran minimum, 

yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, 

b. tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil 

tembakau, 

ST
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c. Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh 

lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang 

atau Gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah 

dari Batasan Harga Jual Eceran minimum sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil 

tembakau, dan 

d. penetapan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal 

1 Februari 2021. 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan 

Tarif Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.
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LAMPIRAN 1 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Nomor amanat sen lJonasswiwumesa 0 mung Duren gwe (esa 

Hal 1 Permohonan Penyesuaian Golongan 

Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Bb keermanamnan emas (6) 

Jabatan TP mun eeeeneaemamemamean GA bosan 

Alamat U.  monaneaman (8). serocovannanakanannnaa 

Kuasa/ Pemilik dari: 

Nama Pabrik/Importir") UAN eNnanersaa (Opa nan non nnnnnanannan 

Nomor NPPBKC A | kebaiamnaenermRaanal (LO)... noona 

Nomor NPWP | movemmeal Ga 

Nomor PKP” Io mean (12) 

Alamat Pabrik/Importir") Po eneeeanaaaaananananaaa (13) 

panwannnananananann na 

soc0cocomom5c. co... 

dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

dari Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan 

Dengan alasan : 

Ts Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Berdasarkan data pemesanan pita cukai dan/atau data pengeluaran barang kena cukai 

untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai 

bulan Januari sampai dengan bulan ...... (13)...... tahun ...... (19...... , perusahaan kami 

memproduksi hasil tembakau jenis ...... (14p....... sebanyak ...... (20)....... dan ...... (21) 

sehingga total produksi sebanyak ...... (22)... 

Demikian untuk dimaklumi. 

  

Meterai | ....coooooo Djan 

      

“) pilih yang diperlukan



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18) 

Nomor (19) 

Nomor (20) 

Nomor (21) 

: Diisi 

: Diisi 

: Diisi 

: Diisi jumlah produksi 

: Diisi jumlah produksi 
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PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nomor surat permohonan. 

nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

' tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik 

hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

: Diisi jabatan pemohon. 

: Diisi alamat lengkap pemohon. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT. 

: Diisi golongan: pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, 

misalnya: II. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, 

misalnya: I. 

nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

ketentuan terkait penggolongan pengusaha pabrik, misalnya: 

198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi bulan, misalnya: September. 

: Diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2019. 

pabrik hasil tembakau berdasarkan 

pemesanan pita cukai, misalnya: 1.700.005.000 batang. 

pabrik hasil tembakau berdasarkan 

pengeluaran barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi 

penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, 

misalnya: 499.995.001 batang.
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Nomor (22) : Diisi dengan penjumlahan produksi pada isian nomor (20) 

dan (21), misalnya: 2.995.899.001 batang. 

Nomor (23) : Diisi keterangan tambahan apabila diperlukan 

Nomor (24) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau bila ada. 

Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon. 

  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Direktorat Jenderal 

LAN Reg AN b. 

) / ja Ba W Umum, 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2020 
TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG 

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU 

ATAS NAMA seee.cooo... (Bponennnannnaan 

KEPALA KANTOR sasak ta Pemoeswnesasnan 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

iba ()........., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4755), 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............ (7) 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ..... (ss TENTANG 

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL 

TEMBAKAU ATAS NAMA nanas. (See DI



PERTAMA 

KEDUA 

2: BO: 

Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha 

Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis 

PE (10)....... Golongan .......(11)........ menjadi Pengusaha 

Pabrik Hasil Tembakau Golongan ........ KAT anisa , kepada: 

Nama Pengusaha Pabrik | aa (13) 

...onececana Alamat Pengusaha Pabrik U omewmwam (14) 

Nama Pabrik | own (3) 

NPPBKC TE —... Penemu 

NPWP : (15) 

seco.c.c....c.. 

.o.ccc.moeena 

Nomor PKP : (16) ....oooocotiWJangengannanana 

....cowosel LI Jeronaneneseoan Alamat Pabrik : (17) 

Keputusan Kepala Kantor ...... (l).... ini mulai berlaku pada 

mak (18)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ....(l).... ini disampaikan 

Kepada: 

Ditetapkan di........... (20an mes 

pada tanggal w.e.ocoo.io (PI Jason 

KEPALA KANTOR ........ Oh 

S
e



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7). 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18) 

3. 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, 

misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Cukai Malang. 

: Diisi nomor keputusan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau. 

: Diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil 

Tembakau, misalnya: Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau. 

: Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar 

hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, 

misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil 

Tembakau. 

: Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang 

menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik 

hasil Tembakau, misalnya: PER-32/BC/2019 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil 

Tembakau. 

: Diisi nomor surat permohonan apabila ada. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, 

misalnya: II. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, 

misalnya: I. 

: Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau. 

: Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau. 

: Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 

ditetapkan.



Nomor (19) : 

Nomor (20) : 

Nomor (21) 

Nomor (23) : 

» II 2 

Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah 

Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

: Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan. 

Nomor (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan. 

  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

    

“Nvanjudi 'karijanto @ 
/



Nomor 

Hal 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Permohonan Penetapan Tarif Cukai 

Hasil Tembakau Untuk Merek Baru 

Atas Nama. ........... (4) 

araca0namococoncoc.oc.. 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Kuasa/ Pemilik dari: 

Nama Pabrik/Importir”) 

Nomor NPPBKC 

Nomor NPWP 

Nomor PKP 

Alamat Pabrik/Importir") 

no... 

........ 

........ 

sc... 

..... 

..... 

..... 

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk 

Merek Baru dengan rincian sebagai berikut : 

  

No Rincian 
  

  

1. Tarif cukai.......... (AS)... 5 
  

Merek soo... 

  

Jenis HT soo0rocoocencscanonacee sn...ococomemenanana 

  

Golongan Pengusaha Pabrik socococoocococc.. ..oc.ooororecenuaa 

  

HJE (per kemasan) soconeounenenkannanonan 

  

HJE (per batang atau gram) sococomoenanancnananan s0 ranuaa 

  

Isi Kemasan 
  

Bahan Kemasan sewnoaosanas0o00easanga 

  

Tujuan Pemasaran / Asal s.oococvosononeseoonan 

  

Tampilan kemasan : 
  

e Sisi depan nec0avagannaananauan 

  

e Sisi belakang snccococommenannunaann 

  

e Sisi kiri socococcocoorovonan 

  

e Sisi kanan            



se Ba 

  

e Sisi atas ".owocoocomrannanaan 

  

e Sisi bawah 
  

2. Tarif cukai........ (OJsastera 
  

Merek soc.cocom40cecangananana 

  

Jenis HT pooooooorrocococomuaa 

  

Golongan Pengusaha Pabrik sooranuccenanaooonnaaan 

  

HJE (per kemasan) 
  

HJE (per batang atau gram) 
  

Isi Kemasan soon. 

  

Bahan Kemasan sococooervenununnanan 

  

Tujuan Pemasaran / Asal 
  

Tampilan kemasan : 
  

e Sisi depan snccorocoresosaneeneaan 

  

se Sisi belakang 
  

e Sisi kiri 
  

e Sisi kanan .nccccccomocococc&x 

  

e Sisi atas scacorococococococococ. 

  

e Sisi bawah         soc.coconercooooooeneoon       

Lampiran permohonan ini meliputi : 

Surat Pernyataan 

A 
A
O
 Tt 

Demikian untuk dimaklumi. 

“) pilih yang diperlukan 

Contoh merek, etiket, atau kemasan 

Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku 

  

Materai s 

      

Pemohon, 

S



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14): 

Nomor (15) : 

Nomor (16) : 

Nomor (17) 

Nomor (18) 

Nomor (19) 

Nomor (20) 

Nomor (21) 

Nomor (22) 

- 35 - 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik 

hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

: Diisi jabatan pemohon. 

: Diisi alamat lengkap pemohon. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, 

misalnya: Rp 555/batang, untuk HPTL diisi : 5740. 

Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau 

untuk pemeriksaan laboratorium diisi “untuk pemeriksaan 

laboratorium” dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris 

untuk bahan baku diisi “untuk bahan baku”. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk 

importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: II 

: Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400. 

: Diisi harga jual eceran per batang atau gram misalnya: 

Rp 1.700/batang. 

: Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, 

misalnya: 12 batang. 

: Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas. 

(



Nomor (23) 

Nomor (24) 

Nomor (25) 

Nomor (26) 

Nomor (27) 

Nomor (28) 

Nomor (29) 

Nomor (30) 

Nomor (31) 

Nomor (32) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Su 

ae Lana, 

2 BE - 

: Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, 

kawasan bebas, atau impor (khusus Importir). 

: Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya: 

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN. 

- pada bagian tengah terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam. 

- pada bagian bawah terdapat tulisan “SIGARET KRETEK 

MESIN” warna hitam. 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya: 

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN 

- pada bagian tengah terdapat gambar “LOGO PABRIK” warna 

emas. 

- pada bagian tengah terdapat tulisan “CAMPURAN TEMBAKAU 

MATANG .... dst” warna hitam. 

- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN. 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya: 

- terdapat tulisan “PR. SEMUT-MALANG” warna hitam. 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya: 

- terdapat kode barcode 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya: 

- terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya: 

- terdapat tulisan “12” warna hitam 

- dan seterusnya. 

: Diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan. 

: Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

Direktorat Jenderal 

3 AGAN Re 3 La 
Mp (Pam “g ian Umum, ttd 

. 5 

  

Doh 

  

HERU PAMBUDI 

Wahjudi Aarijanto &
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU 

YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU 

  

  

  

  
  

  

  

                    
  

ATAS NAMA &o — meeamneak (Da nnamnnnnnnaaaanaaa 

NPPBKC Poo 25—J|0.mua IR) cewe eKenn 

, Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil 
Jenis INN . Keterangan 

No Merek HJE (Rp) Isi Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku Tarif Cukai 
ErE 

Nomor Tanggal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Ola (saia sate | cw (las aa | oo c2mm Oa. |” pa (Osis ewean ala os Na 

Kakan (ewe sed ms 

Pemohon, 

#aMNNamnaNNKs (IA iba 

onevomssnamnesa (IS) esmwwawes 

  

5



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14): 

Nomor (15) 

2-36 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nomor urut. 

: Diisi nama merek hasil tembakau. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT. 

: Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp5.400. 

: Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, 

misalnya: 12 batang. 

: Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 

2597/WBC.11/KPP.MC.10/2020. 

: Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2020. 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram 

berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 110/batang, untuk 

HPTL diisi : 5796. 

: Diisi keterangan lain yang diperlukan. 

: Diisi wnama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahuan). 

Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Ma Ag 

REPUS, 
Yr fa Ke Adaa Umum, / p 

aa 
sena AA 

   

Ai 

HERU PAMBUDI 

    

: Wahyudi Adrijanto N
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LAMPIRAN V 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2020 
TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

$ Nama | ena Ejaan 

Jabatan 

Alamat 

Kuasa/Pemilik dari: 

Naria Pabrik/Iaportt) 5 sonoocewivontoreroanmenenesan Me deenkekemanana 

Nomor NPPBKC 

Nomor NPWP | Muna (Oku 

Nomor PKP EF nienowngneereanana (7 norma 

Alamat 

Pabrik/Importir") 

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil 

tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai 

hasil tembakau untuk merek baru atas nama 

.... 

.... 

a. 

sis (9)......... tanggal ..........(10)......... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor 

senen (LI Adalah: 

merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan 

tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah 

terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan 

tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 

desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai 

desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh 

Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: atau 

merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah 

memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 

termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi 

kesehatan.
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Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/ kuasa 

Gates Dea bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai 

Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai ........... (12)... 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan 

permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru. 

Yang Membuat Pernyataan, 
  

Materai 

      

“) pilih yang diperlukan



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14): 

241 - 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. 

: Diisi jabatan yang membuat pernyataan. 

: Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau. 

: Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Seet Direktorat Jenderal 

wa U.b. 
N Reny 

(Pr pala 3 Bagian Umum, 

    

TA $ 1 
6“ Bah GO orijanto G& 2 
Na, Udene 
1 AN



AD — 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Nomor ana (onnenannan aan (2)... Pan (Sha 

Hal 1: Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif 

Cukai Hasil Tembakau 

Atas Nama ........... (Maa 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama | ea (Oa 

Jabatan SI! Kemtecwenmeremenssmenmetae (Dp anna va nanannannanannananan 

Alamat Maia naen emang (10)... 2 inn nnanananaana 

Kuasa/Pemilik dari: 

Nama Pabrik/Importir") | me ieamneeneaan an 

Nomor NPPBKC | abaikan amememsoregai (Lon onar 
Nomor NPWP | bean (12) aswewoa 

Nomor PKP Fo See (13) 

Alamat Pabrik/Importir") sana (Ajwa 

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang 

sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk 

diberlakukan pada ...... (Toha dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini. 

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam ..... (T6O)sewe 

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana 

mestinya. 

Pemohon, 

  

Meterai |...... (17)... 

      

“) pilih yang diperlukan 

&
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PETUNJUK PENGISIAN 

Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18): 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi wnama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik 

hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

: Diisi jabatan pemohon. 

: Diisi alamat lengkap pemohon. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai 

yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, 

misalnya: Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

Diisi nama lengkap pemohon. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Mena Direktorat Jenderal 
aan u.b 

  

-ttd- 

HERU PAMBUDI
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LAMPIRAN VII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2020 

TENTANG Haa 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TEMBAKAU 

YANG DIMOHONKAN PENYESUAIAN TARIF CUKAINYA 

  
  

  

    

ATAS NAMA | messauaaa (mean 

NPPBKC | | spamaanaan en 

Keputusan Penetapan Tarif Cukai 

No kierate Jenis Isi Tarif Cukai Lama Baru 

HT HJE/ HJE/ . HJE/ HJE/ . 

Nemar Tanggal Gol Kemasan | (Btg/gram") bw mk Kemasan | (Btg/gram") Ta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 14                             
  

9... -(10).. weh sie lela si .5).. 

  
“) pilih yang diperlukan : @



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) : 

ai. 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nomor urut. 

: Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam 

Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM. 

: Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, 

misalnya: 12 batang 

: Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir 

yang dimiliki. dan masih berlaku, misalnya: Kep- 

2599/WBC.11/KPP.MC.10/2020. 

: Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir 

yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2020. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan 

untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

: Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki 

dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp9.600. 

: Diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan 

keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan 

masih berlaku (lama), misalnya: Rp1.200/batang. 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau 

gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang 

terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya:Rp 

100/batang, untuk HPTL diisi : 5756. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) 

dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

: Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan 

disesuaikan, misalnya: Rp9.750. 

: Diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan 

disesuaikan, misalnya: Rp1.250/batang, untuk HPTL tidak 

diisi (kosong). 

Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang 

dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp100/batang, untuk HPTL 

diisi : 5746.



Nomor (17) 

Nomor (18) : 

Nomor (19) 

Nomor (20) 
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- Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

. Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
aan 

97 Kepala Bg gian Umum, 

  

     

SAW 'ahjudi Pkarianto &,
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LAMPIRAN VIII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU 
ATAS NAMA see. TN 

KEPALA KANTOR oo (bias i 

Menimbang : a. bahwa ..... (3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 

yes (4).... tanggal .....(5).... untuk memperoleh penetapan tarif 

cukai hasil tembakau untuk merek baru, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (6)...., perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai 

Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama ...... (3)... NPPBKC 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4755), 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............. (Smua : 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (OYasswa $ 

MEMUTUSKAN: | 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ..... (1)... TENTANG PENETAPAN 

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA



2 AB 

PERTAMA $ Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada: 

Nama Pengusaha Pabrik/Importir") MA TN AYI (10) 

Alamat Pengusaha Pabrik/Importir”) : LL... EL Ih aa 

Nama Pabrik/Importir") Oo aan Gee 

Nomor NPPBKC 

Nomor NPWP 

Nomor PKP 

Alamat Pabrik/Importir") S ben Pama 

dengan rincian sebagai berikut : 

  

1. Tarif cukai.......... (Ola £ 

Merek : IE wu (17) 

Jenis HT 5 ewe (18) 

Golongan Pengusaha Pabrik |: | .ee.ooooooocoo Ine 

  

..c.cooocoooconu 

  

"n.cooco.oor.mx 

  

  

HJE (per kemasan) 2) pera (DO saus 
  

HJE (per batang/gram) 2) Juga (Ol Jeena 
  

Isi Kemasan AP wa aa kuman 
  

Bahan Kemasan II) manga (an 
  

Tujuan Pemasaran / Asal BT cenenaoesesas Ga isa 
  

Tampilan kemasan : 

e Sisi depan | naa Da 

e Sisi belakang NI mena (Ol 

e Sisi kiri BI mem (DP mmmyas 

e Sisi kanan 5) mei (AO ewean 

» Sisi atas Pm. (A9 nan mewnya merasa 

e Sisi bawah | IN eren (20) aa 

  

  

  

  

  

                
KEDUA : Keputusan Kepala Kantor .......... (AD)... ini dapat dicabut dalam hal: 

a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan 

permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau: 

b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: 

Cc. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain 

kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang 

telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 

d. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek 

yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil 

G



- 49 - 

tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: atau 

e. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil 

tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan 

kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan 

barang kena cukai. 

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor.....(1).... ini mulai berlaku pada. ..... (SA haram 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ..... (1)....ini disampaikan kepada: 

Tai geaa (Batan 

Ditetapkan di........ (30. mn 

pada tanggal.......... (2) 

KEPALA KANTOR..... (1)... “2



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (S5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

: Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18) 

Nomor (19) 

- SOL 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau 

atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 

: Diisi nomor keputusan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun). 

:Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 

37/BC/2017 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 

tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang 

Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik 

hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, 

misalnya: Rp110/batang, untuk HPTL diisi : 5796. 

:Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil 

tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi “untuk 

pemeriksaan laboratorium” dan untuk hasil tembakau berupa 

tembakau iris untuk bahan baku diisi “untuk bahan baku”. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk 

importir tidak perlu diisi (kosong). 

4



Nomor (20) 

Nomor (21) 

Nomor (22) 

Nomor (23) 

Nomor (24) 

Nomor (25) 

Nomor (26): 

Nomor (27) 

Nomor (28) 

Nomor (29) 

Nomor (30) 

“#5153 

: Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp6.600. 

: Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: 

Rp800/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong). 

: Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 

12 batang. 

: Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas. 

:Diisi tujuan pemasaran, pilih salah satu: dalam negeri, 

ekspor, kawasan bebas. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya: 

pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN. 

pada bagian tengah terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam. 

pada bagian bawah terdapat tulisan “12 SIGARET KRETEK 

MESIN” warna hitam. 

dan seterusnya. 

Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya: 

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN. 

- pada bagian tengah terdapat tulisan “CAMPURAN TEMBAKAU 

MATANG ..... dst” warna hitam. 

- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup 

disebutkan, tanpa dideskripsikan). 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya: 

- terdapat tulisan “PR. SEMUT-MALANG” warna hitam. 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya: 

- terdapat kode barcode 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya: 

- terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya: 

- terdapat tulisan “12” warna hitam 

- dan seterusnya. 

(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek 

hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk 

bahan baku) 

SF
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Nomor (31) : Diisi dengan arisna pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 

11 Januari 2020. 

Nomor (32) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah 

Nomor (33) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

Nomor (34) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

Nomor (35) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

Nomor (36) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan. 

  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pe REA u.b 

73 Aap agian Umum, 
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LAMPIRAN IX 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2020 
TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

pocuvererungang 

TENTANG 

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Menimbang 

Mengingat 

ATAS NAMA ......(3) 

: a. bahwa ..... (3).... telah mengajukan Surat Permohonan 

Nomor ..... (4)... tanggal ..... (S).... untuk memperoleh 

penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau: 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf adan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (6)...., perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(l).... tentang 

Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas 

Nama ...... (GO) NPPBKG 11 (jeseDt ea (Oka : 

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755): 

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. ............. em : 

. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor



Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ..... (1)... TENTANG 

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

ATAS NAMA .....(3).... DI .....(8)... 

Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk 

merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, hje/kemasan, 

hje/btg/gram dan tarif cukai yang tersebut pada lajur 7, lajur 8, 

lajur 9 dan lajur 10 menjadi yang tersebut pada lajur 11, lajur 

12, lajur 13, dan lajur 14 dalam Lampiran Keputusan Kepala 

Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan 

penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan. 

Keputusan Kepala Kantor ...... aa ini mulai berlaku pada 

pasa (10)......., dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ...... (Ijeeaa ini disampaikan 

Kepada: 

Is sena CL 1 jasa 

Ditetapkan di.......... (ED naas 

pada tanggal............ Kl Pencovensaysna 

KEPALA KANTOR. (L)ensacesasen
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ......(l)....... 

NOMOR see. (2)anana. 

TENTANG 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS 
NAMA see. (Bhs... NPPBKC ...... (panas. DL esnsa jins 

  

  

  

  

  

                              
  

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir”) SP nnannananaaan (Been 

NPPBKC 0 HW nanaanaaaaan Oa 

Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir") SS nnantanaaaann (LOY mwnnnr mena 

Keputusan Tarif Cukai 

Penetapan Tarif 
Jenis Lama Baru 

No Merek si Isi Cukai 

HJE/ HJE/ , HJE/ HJE/ 
Nomor | Tanggal Gol Tarif Gol Tarif 

Kemasan (Btg/gram") Kemasan | (Btg/gram") 

1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 

207). Po. (18).. (19). 1 ..(20).. 1 ...(21).. .(22).. ..(23).. .(24).. ..(25).. .(26).. | ..(27).. ..(28).. ..(29).. ..(30).. 

Ditetapkan di............. (12) asa 

pada tanggal.............. (Se 

“) pilih yang diperlukan 

Kepala Kantor 

snacocoocococoococ.. 

socowooc.c. 

s.ccoco.o.or. 

nomor... 

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) : 

Nomor (11) : 

Nomor (12) : 

Nomor (13) : 

Nomor (14) : 

Nomor (15) : 

Nomor (16) : 

Nomor (17) : 

Nomor (18) : 

Nomor (19) : 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau 

atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 

Diisi nomor keputusan. 

Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi nomor surat permohonan. : 

Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/ bulan/tahun). 

Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

PER-37/BC/2017 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif 

Cukai Hasil Tembakau. 

Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 

198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 

29 Februari 2018. 

Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah 

Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan. 

Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi nomor urut. 

Diisi nama merek hasil tembakau. 

Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM. 

S
Y



Nomor (20) : 

Nomor (21) : 

Nomor (22) : 

Nomor (23) : 

Nomor (24) : 

Nomor (25) : 

Nomor (26) : 

Nomor (27) : 

Nomor (28) : 

Nomor (29) : 

Nomor (30) : 
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Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, 

misalnya: 12 batang. 

Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 

Kep 2597/WBC.11/KPP.MC.01/2020. 

Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 November 2020. 

Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan 

untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki 

dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp9.600. 

Diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan 

keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan 

masih berlaku (lama), misalnya: Rp800/batang, untuk HPTL 

tidak diisi (kosong). 

Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram 

berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp100/batang, 

untuk HPTL diisi : 57Y6. 

Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) 

dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan 

disesuaikan, misalnya: Rp9.750. 

Diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan 

disesuaikan, misalnya: Rp1.000/batang, untuk HPTL tidak diisi 

(kosong). 

Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang 

dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp100/batang, untuk HPTL 

diisi: 57Y. ) 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

   

Pn -ttd- 
LAI Ny 
“KepalaBagian Umum, 

, LN K3 N 

    

HERU PAMBUDI 

   

“8, Wahjudi Adrijanto &,



Menimbang 

Mengingat 

2 38 s 

LAMPIRAN X 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- /BC/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

ATAS NAMA ..... (3)... 

KEPALA KANTOR mao enen AS 

a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil 

Tembakau, masing-masing tarif cukai atas suatu merek 

yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (M)...., perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(l).... tentang 

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama ..... Da 

NPPBKC .... (Syari sera NE) oncom : 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4755), 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............ (25) Kenbanens . 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor



PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 
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- MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ..... (1)... TENTANG 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA 

Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang 

tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 8 menjadi yang 

tersebut pada lajur 12, day menetapkan golongan pengusaha 

pabrik hasil tembakau pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan 

Kepala Kantor..........iiJ..i.... Oei ini. 

Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan 

penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan. 

Keputusan Kepala Kantor ...... Oa baca ini mulai berlaku pada 

tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian 

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ...... (aa ini disampaikan 

Kepada: 

Ditetapkan di ........... (BI nwngan 

pada tanggal......ooc.. (El ssan
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR......(l)..... 

NOMOR ...... (2)... 

TENTANG 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS 

NAMA “....(3)....... NPPBKT sera Shisnnas BI anne 

  

  

  

  

  
                            
  

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir") SL ncacenaananan (By benwoneemaneseknEra 

NPPBKE-——— OB umotutasasaan (5) man mnnannanaanaaan 

Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir"”) Sae (12 rsowewewwansans 

Keputusan Tarif Cukai 

Jenis : Peneranan Ta Lama Baru 
No Merek HT Isi Cukai 

HJE/ Tarif HJE/ HJE/ . 

Marmer tanpepi Kemasan (Yo) Sal Kemasan (Btg/gram") Taat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 12 

sil3)aa | sem (4)... (15). | (16). (17). .-(18).. .(19).. .-(20).. | ..(21).. #22) 023). .-(24).. 

Ditetapkan di............... (@) ea 

pada tanggal............... (Oeeta 

Kepala Kantot .cooo.co oo. (DN) senin 

aan (LO) aan 

NIP eesnennar NS (UT) seen 

“) pilih yang diperlukan



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) : 

Nomor (11) : 

Nomor (12) : 

Nomor (13) : 

Nomor (14) : 

Nomor (15) : 

Nomor (16) : 

Nomor (17) : 

Nomor (18) : 

- 61 - 

PETUNJUK PENGISIAN 

Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau 

atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 

Diisi nomor keputusan. 

Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

PER-37/BC/2017 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif 

Cukai Hasil Tembakau. 

Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau 

atau importir. 

Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah 

Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan. 

Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi nomor urut. 

Diisi nama merek hasil tembakau. 

Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT. 

Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, 

misalnya: 12 batang. 

Diisi wnomor keputusan penetapan tarif cukai yang 

terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 

Kep-2597 /WBC.11/KPP.MC.01/2020. ' 

Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2020.



Nomor (19) : 

Nomor (20) : 

Nomor (21) : 

Nomor (22) : 

Nomor (23) : 

Nomor (24) : 

Nomor (25) : 
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Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki 

dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp7.800. 

Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp205/ 

batang, untuk HPTL diisi : 57Yo. 

Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan 

dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi 

(kosong), misalnya: I. 

Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp7.800. 

Diisi harga jual eceran per batang atau gram dari pembagian 

HJE/Kemasan (lajur 10) dengan isi (lajur 4), misalnya: 

Rp650/batang. (Rp7.800/12 btg - Rp650/batang), untuk HPTL 

tidak diisi (kosong). 

Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang 

baru, misalnya: Rp220/batang, untuk HPTL diisi : 57Y6. 

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 

198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

    

Sapi 

    

1 »Wahjudi Adrijanto &
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LAMPIRAN XI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2020 
TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG 

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Menimbang 

Mengingat 

ATAS NAMA .....(3)....... 

: a. bahwa. ..... (3).... telah mengajukan surat nomor ..... (LM)... 

1. 

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............. (9) 

tanggal ..... (S).... hal Permohonan Pencabutan Penetapan 

Tarif Cukai Hasil Tembakau, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (6).... tentang 

Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(l).... tentang 

Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas 

Nama...... (3).... NPPBKC ..... (7)....Di ..... 1 MEN : 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4755): 

. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor



Menetapkan 

PERTAMA 

s6 

MEMUTUSKAN: 

KEPALA KANTOR ...... (1)... 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR 

TANGGAL 

KEPUTUSAN 

PENCABUTAN 

NOMOR 

TENTANG 

La. 

TENTANG ....(12).... 

: Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama: 

Nama Pengusaha Pabrik/Importir”) 

Alamat Pengusaha Pabrik/Importir") 

Nama Pabrik/Importir”) 

Nomor NPPBKC 

Nomor NPWP 

Nomor PKP 

Alamat Pabrik/Importir”) 

dengan rincian merek sebagai berikut: 

  

Tarif cukai 
  

Merek 
  

Jenis HT 
  

Golongan Pengusaha Pabrik 
  

HJE (per kemasan) 
  

HJE (per batang/gram) 
  

Isi Kemasan 
  

Bahan Kemasan 
      Tujuan Pemasaran /Asal         

KEDUA 

KETIGA 

. 

. Dengan adanya pencabutan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, 

maka ........(12)....... Nomor ....... (1 Ofoona 

yang ditetapkan oleh Kepala Kantor 

tidak berlaku: 

Keputusan Kepala Kantor 

Nomor atas nama 

Ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya, 

AR
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Salinan Keputusan Kepala Kantor ...... KE nsssis 

Kepada: 

Ditetapkan di ..... 

Pada tanggal ....... 

KEPALA KANTOR... (1) --..oooo. 

ini disampaikan 

&



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) : 

Nomor (11) : 

Nomor (12) : 

Nomor (13) : 

Nomor (14) : 

Nomor (15) : 

Nomor (16) : 

Nomor (17) : 

Nomor (18) : 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Cukai Malang. 

Diisi nomor keputusan. 

Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi nomor surat permohonan. 

Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/ bulan/tahun). 

Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau, misalnya: PER-40/BC/2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

PER-40/BC/2014 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif 

Cukai Hasil Tembakau. 

Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 

198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

Diisi nomor KEP yang akan dicabut. 

Diisi tanggal KEP yang akan dicabut. 

Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: “Penetapan 

Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau”. 

Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.



Nomor (19) : 

Nomor (20) : 

Nomor (21) : 

Nomor (22) : 

Nomor (23) : 

Nomor (24) : 

Nomor (25) : 

Nomor (26) : 

Nomor (27) : 

Nomor (28) : 

Nomor (29) : 

Nomor (30) : 

Nomor (31) : 

Nomor (32) : 

2 B5 

Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram 

misalnya: Rp385/batang, untuk HPTL diisi : 5796. 

7 

Diisi nama merek hasil tembakau. 

Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM. 

Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk 

importir tidak perlu diisi (kosong) 

Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp10.750. 

Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: 

Rp895/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong). 

Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, 

misalnya: 12 batang. 

Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas. 

Diisi tujuan pemasaran, pilih salah satu: dalam negeri, ekspor, 

kawasan bebas. 

Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah. 

Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
LN U.b, 

#3 GAN Rezny "N, z 

YP Xepalk Bagian Umum, 
Pi RD ON PS 
7 

en 

(3 La m—amr 
AA 

"3 

“ sana ) " Wahjudi Adrijanto W 

     



(1) 

(3) 

(4) 
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LAMPIRAN XII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

METODE ANALISIS MONITORING HARGA TRANSAKSI PASAR 

Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai melalui Kepala Kantor menyampaikan 

surat pemberitahuan dalam hal berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea dan 

Cukai pada periode tertentu, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

menjual hasil tembakau dengan Harga Transaksi Pasar di atas HJE minimum 

layer diatasnya, atau menjual hasil tembakau dengan Harga Transaksi Pasar 

kurang dari 85Y6 (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang 

tercantum pada pita cukai dan memiliki nilai merek atau score merek (SM)) lebih 

dari 50Y6 (lima puluh persen). 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada perhitungan 

sebagai berikut: 

Ej -— x1000 SM, 30“ 006 

Keterangan : 

SM: : Score Merek i 

Ei : Jumlah Kantor yang melaporkan bahwa HTP atas merek ikurang dari 

85Yo dari HJE yang tercantum pada pita cukai atau telah melampaui 

Batasan HJE per batang atau gram di atasnya 

80 : Nilai cakupan Kantor yang merepresentasikan populasi 

Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, bahwa atas merek yang diproduksi 

a. kedapatan dijual dengan HTP dibawah 854 dari HJE, atau 

b. kedapatan dijual dengan HTP melampaui Batasan HJE per batang atau gram 

di atasnya di sebagian besar wilayah pemasaran. 

Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah surat pemberitahuan 

sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir karena permasalahan sebagaimana butir (3)b, masih ditemukan 

Harga Transaksi Pasar atas produk yang bersangkutan kurang dari 85x dari 

Harga Jual Eceran di sebagian besar wilayah pemasaran, maka Kepala Kantor 

Ss
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memproduksi merek yang dilaporkan sebagaimana 

yang mengawasi Pabrik yang 

uaian profil pengusaha hasil 

dimaksud pada ayat (3), melakukan penyes 

tembakau. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

Fs Kau 1S $ “Kepala.Ba pian Umum, 

 



LAMPIRAN XIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2020 
TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Kuasa/Pemilik dari: 

Nama Pabrik/Importir") Loco) 

Nomor NPPBKC 

Nomor NPWP | esa (6) 

Nomor PKP Ni SNMN OM aeeamsanan KN tune manamamncema 

..c.oocorecocococococo. 

s..occ.corcoooc.ooco. 

Alamat 

Pabrik/Importir") 

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa produk Hasil Pengolahan 

Tembakau Lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan 

tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama........... (Ajwa nomor : 

Keabadian (9)......... tanggal ..........(10)......... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor 

den (Ll1)........., tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika. 

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa 

JATI san (Ghana bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai 

Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai........... (12) oo... 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan 

permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru. 

Yang Membuat Pernyataan, 
  

Materai 

      

“) pilih yang diperlukan 

S
s



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) : 

Nomor (11) : 

Nomor (12) : 

Nomor (13) : 

Nomor (14): 

2 Ts 

PETUNJUK PENGISIAN 

Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. 

Diisi jabatan yang membuat pernyataan. 

Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan. 

Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

Diisi sesuai dengan nomor NPWP, 

Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi nomor surat permohonan. 

Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau. 

Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
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